SALINAN

PERATURAN BUPATISITUBONDO

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSIPENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

a. bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor

1.

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan
perkembangan  perekonomian sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf (a) dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Situbondo tentang Peninjauan Tarif Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972
tentang Perubahan Nama dan Pemindahan
Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63
Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas
dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak
Muatan serta Komponen-komponennya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71
Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 9
Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan
Bermotor;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 9);



Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Tarif retribusi  pengujian kendaraan  bermotor
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditinjau dan
disesuaikan kembali, sehingga struktur dan besar
tarifnya adalah sebagai berikut :

BESARNYA
NO JENIS PELAYANAN RETRIBUSI
(Rp.)
1. | Pendaftaran 5.000,00
2. | Pengujian Kendaraan Bermotor
a. Biaya Penetapan Lulus Uji 75.000,00

b. Kelengkapan Lulus Uji

1) Buku Uji/Kartu Uji Berkala 15.000,00
dan hologram

2) Tanda Uji/Plat Uji 15.000,00

3) Tanda Samping/Stiker 25.000,00

3. | Pelayanan Rekomendasi Mutasi 125.000,00
Keluar Daerah

4. | Pelayanan Rekomendasi Numpang 75.000,00
Uji ke luar daerah

5. | Pelayanan Uji Pertama kali/Baru 60.000,00

6. | Pelayanan Rekomendasi 75.000,00
Perubahan Bentuk/Fungsi

7. | Pelayanan Rekomendasi 50.000,00
perubahan Sifat




Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo.
Pada tanggal 31 Okt 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 31 Okt 2018
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO
ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 59

S P@mbma (IV/a)
NTU 1983‘1221 200604 2 009



